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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh terkait penerapan
prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan
Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang. Fokus utama
penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini
dijalankan dalam konteks keuangan masjid. Melalui metode penelitian
deskriptif kualitatif yang melibatkan wawancara dan observasi,
penelitian ini menemukan bahwa Masjid Agung Sultan Mahmud
Badaruddin Palembang telah menunjukkan kinerja yang cukup baik
dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada
pengelolaan  keuangannya.  Transparansi  dijalankan  dari
pemberitahuan informasi keuangan yang akurat dan keterbukaan
terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Sementara itu, dalam hal
akuntabilitas, pengelolaan keuangan masjid masih relatif sederhana
juga belum seluruhnya sesuai dengan standar akuntansi yang ada,
yang terlihat dari catatan keuangan yang cuma mencakup masuk dan
keluar kas. Meskipun demikian, masyarakat dan jamaah tetap
menunjukkan kepercayaan dan kepuasan yang tinggi terhadap
pengelolaan keuangan masjid. Hasil penelitian ini memberikan
wawasan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan masjid. Selain itu, praktik-praktik baik yang
dapat dijadikan contoh oleh masjid lainnya.

ABSTRACT
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This study aims to find out more about the implementation of the
principles of transparency and accountability in the financial
management of the Sultan Mahmud Badaruddin Grand Mosque in
Palembang. The main focus of this study is to analyze how these
principles are implemented in the context of mosque finances.
Through a qualitative descriptive research method involving
interviews and observations, this study found that the Sultan Mahmud
Badaruddin Grand Mosque in Palembang has shown quite good
performance in implementing the principles of transparency and
accountability in its financial management. Transparency is carried
out from the notification of accurate financial information and
openness to criticism and suggestions from the community.
Meanwhile, in terms of accountability, the management of mosque
finances is still relatively simple and not entirely in accordance with
existing accounting standards, which can be seen from the financial
records that only cover cash inflows and outflows. Nevertheless, the
community and congregation continue to show high trust and

¥I rzr:]igg?;enn:y satisfaction with the management of mosque finances. The results of
this study provide insight into the importance of transparency and
accountability in mosque financial management. Additionally, it also
offers exemplary models that can be replicated and utilized by other
institutions as examples by other mosques.
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1. PENDAHULUAN

Akuntansi telah berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam berbagai bidang pekerjaan,
termasuk perusahaan, organisasi keagamaan, dan bahkan masjid. Sistem akuntansi menyediakan informasi
keuangan akurat dan transparan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat sehingga
membangun kepercayaan masyarakat. Pelaporan keuangan yang baik dapat mencegah kecurigaan dan
memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sehingga penting untuk di informasikan kepada
publik. Dengan demikian, akuntansi berperan penting dalam menciptakan dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik.

Akuntansi syariah merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip
syariah Islam, menekankan transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan terhadap hukum Islam. Dengan
dilarangnya praktik riba, gharar, dan maysir, akuntansi syariah berupaya menciptakan laporan keuangan
yang teiliti dan bisa dipercaya, sehingga pihak terkait mampu memahami kondisi keuangan suatu entitas
dengan jelas dan yakin bahwa seluruh transaksi keuangan dilakukan dengan etika dan moral yang tinggi
(Haikal et al., 2024). Di Indonesia, standar akuntansi syariah dibangun atas dasar Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN-MUI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang memberikan aturan
khusus untuk membedakan praktik akuntansi syariah dari akuntansi konvensional. Fatwa-fatwa ini
menyediakan kerangka kerja yang lengkap untuk pengakuan pendapatan, pengukuran risiko, dan
pengelolaan pembiayaan berbasis syariah, sehingga menjamin jika kegiatan akuntansi syariah sejalan
dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan (Anggreni et
al., 2022).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menetapkan komponen-komponen kunci yang
harus ada di pelaporan keuangan organisasi non-profit. Laporan keuangan entitas non-profit terdiri atas
empat elemen utama, yaitu laporan posisi keuangan yang menunjukkan ilustrasi terkait aset, liabilitas, dan
aset neto. Laporan aktivitas yang menunjukkan ilustrasi perubahan aset neto. Laporan arus kas yang
memberikan pengetahuan terkait arus kas masuk dan keluar, serta catatan atas laporan keuangan yang
memberikan penjabaran lebih lanjut terkait pos-pos keuangan yang dilaporkan (Sari et al., 2018).
Informasi keuangan disajikan dengan transparan dan akuntabilitas, sehingga memberikan gambaran yang
akurat dan lengkap tentang kondisi keuangan entitas tertentu (Widyanti et al., 2021).

Masjid merupakan sebuah institusi keagamaan dalam Islam yang berfungsi sebagai organisasi publik
non-profit, atau lebih dikenal sebagai organisasi tanpa keuntungan (Nurhudawi et al., 2025)(Oktaviani,
2019). Di samping sebagai tempat shalat, masjid juga berfungsi untuk pusat kegiatan kelompok yang
beragam sosial dan pendidikan. Masjid memiliki fungsi sosial seperti untuk Kkesejahteraan sosial,
perdamaian konflik, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Dewan Masjid Indonesia (MDI), masjid
memiliki 3 (tiga) peranan. Pertama, masjid untuk tempat shalat. Kedua, masjid untuk wadah
pengembangan masyarakat. Ketiga, masjid untuk pusat komunikasi serta silaturahmi antar masyarakat
(Hardianto et al., 2021).

Masjid umumnya terdiri dari Muadzin, Khotib, Imam dan Jamaah. Muadzin yang bertanggung jawab
untuk mengumandangkan azan, Khotib yang bertugas menyampaikan khotbah, Imam yang memimpin
shalat, dan Jamaah yang merupakan komunitas pengguna masjid. Selain itu, terdapat juga Takmir Masjid
yang berperan sebagai pengelola masjid, bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola seluruh aspek
operasional masjid, mulai dari keuangan, kegiatan keagamaan, hingga perawatan dan pemeliharaan
fasilitas masjid, sehingga memastikan bahwa masjid dapat berfungsi dengan efektif dan efisien (Yanuar
AR & Hanifah, 2020).

Dalam ajaran Islam, konsep akuntansi memiliki aturan yang kuat, sebagaimana tertulis dalam Surat
Al-Bagarah Ayat 282 yang menjabarkan secara rinci mengenai pentingnya pembukuan,
pendokumentasian, dan peran saksi dalam transaksi utang (Sahrullah et al., 2022).
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu
yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu
mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi
sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya),
atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-
laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai
dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan
janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk
batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih
dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu
merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika
kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis
dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu
kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Bagarah: 282).

Ayat ini menjabarkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan
transparan dalam segala aspek keuangan. Dalam konteks entitas keagamaan seperti masjid, pencatatan
keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan integritas pengurus masjid atau Takmir masjid, tetapi
juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja mereka, terutama bagi Bendahara keuangan yang
bertanggung jawab mengelola dana masjid. Dengan demikian, penerapan prinsip akuntansi yang sesuai
dengan ajaran Islam dapat membantu masjid berfungsi secara efektif dan efisien.

Masjid, sebagai organisasi non-profit, berkewajiban melaporkan penggunaan dana secara transparan
kepada donatur dan pihak terkait (Rizka Cholid Fauzi & Dwi Setyaningsih, 2020)(Kusumadyahdewi,
2018). Masjid umumnya mengandalkan sumbangan masyarakat sebagai sumber pendanaan utama,
sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting. Salah satu cara
menunjukkan akuntabilitas tersebut yaitu dengan membuat dan menjabarkan laporan keuangan yang
akurat dan bisa dipertanggungjawabkan (Sumiyati et al., 2015). Penerbitan laporan keuangan yang
transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menunjukkan pertanggungjawaban masjid
dalam mengelola dana (Oktavia Widhawati et al., 2021).

Masalah mengenai masjid sering muncul salah satu adalah karena umumnya masjid seringkali
menggunakan sumber dana yang diterimanya dengan tujuan yang tidak jelas (Darojatul Ula et al., 2021).
Di sisi lain, masjid juga menghadapi tantangan dalam mengelola dana yang diterimanya seperti minimnya
pengalaman pengurus masjid di bidang keuangan dan rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan
Akuntansi di Lembaga Masjid. Hal ini membuat pelaporan penggunaan dana tidak transparan dan
akuntabilitas sehingga membuat masyarakat kurang puas akan masjid. Pelaporan penggunaan dana oleh
organisasi non-profit, misalnya masjid adalah tentu sangat penting. Hal ini merupakan perwujudan
akuntabilitas dan transparansi yang menunjukkan masjid bertanggung jawab pada masyarakat dari segi

\
—n\

—w

Rahmadaniah, dkk — Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Dan . ... | 98



Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan
ISSN 2085-7349 (print) / 2829-1581 (online)

dana yang telah diterimanya dan transparansi dalam hal ini adalah dalam hal keterbukaan masjid atas
uang yang sudah diterima dari dana yang telah diberikan masyarakat.

Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama, masjid yang dapat memenuhi
kriteria tersebut masih sangat sedikit. Banyak masjid gagal mengelola sumber dana yang mereka terima
dari jamaah dengan baik dan akurat. Hal yang seharusnya penting untuk dilakukan, sebab masyarakat
juga ingin memastikan bahwa dana sumbangan yang diberikan kepada Masjid digunakan secara benar
dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, peran Akuntansi Masjid perlu untuk dilakukan.

2. KAJIAN PUSTAKA

(Agussani et al., 2024) melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi akuntansi
mempengaruhi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan Masjid Raya Al-Huda Mandailing Natal,
khususnya dalam penataan laporan keuangan dan penerapan ISAK 35. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi implementasi prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan Masjid Raya Al-Huda sesuai
dengan standar ISAK 35. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan masjid
masih sederhana, dengan pencatatan keuangan yang terbatas pada transaksi kas masuk dan keluar.
Meskipun pengurus masjid mengelola keuangan dengan teliti dan transparan, penerapan akuntansi belum
sempurna dan belum sesuai dengan standar ISAK 35 karena kurangnya pemahaman tentang standar
tersebut. Meski demikian, masyarakat merasa puas dengan pengelolaan keuangan masjid yang dilakukan
oleh pengurus.

(Latifah & Abdullah, 2023) melakukan penelitian mengenai penerapan Akuntansi Syariah pada
Manajemen Keuangan Masjid di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa penerapan Akuntansi Syariah pada
manajemen keuangan masjid di Indonesia berperan penting dalam memastikan pengelolaan dana yang
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

(Mahardika et al., 2022) melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan masjid di Kota Malang, khususnya di masjid yang diurus oleh civitas akademik maupun non-
akademik. Hasil memperlihatkan jika masjid telah mempunyai sistem pelaporan keuangan dan memenuhi
prinsip akuntansi syariah. Namun, penerapan standar akuntansi entitas nirlaba masih perlu ditingkatkan
karena keterbatasan pengetahuan keuangan pengelola.

(Nurhudawi et al., 2025) melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan Masjid Tagwa Muhammadiyah Ranting Tanah Tinggi Jalan Srikandi No. 17 Medan Denai, Kota
Medan. Hasil menunjukkan bahwa Masjid Tagwa Muhammadiyah telah menerapkan sistem pelaporan
keuangan yang baik dan transparan, dengan laporan rutin bulanan yang mencakup pemasukkan dan
pengeluaran dana. Pengelola keuangan masjid sudah menerapkan prinsip akuntansi syariah, seperti
pertanggungjawaban, keadilan, serta kebenaran, juga sesuai dengan sifat-sifat Rasul.

(Oktavia Widhawati et al., 2021) melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi
sebagai implementasi ISAK 35 studi kasus Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri. Hasil
penelitian memperlihatkan jika Masjid Agung An-Nuur Pare belum seluruhnya menerapkan akuntabilitas
dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Masjid masih perlu meningkatkan pelaporan keuangan dan
menerapkan ISAK 35 untuk mencapai standar yang lebih baik.

(Sukmana et al., 2024) melakukan penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan Masjid Raya Darussalam berdasarkan PSAK 45 terkait pelaporan keuangan Lembaga
Keagamaan. Hasil penelitian memperlihatkan Masjid Raya Darussalam sudah menerapkan praktik
akuntansi dalam pengelolaan keuangan, tetapi masih perlu perbaikan dalam pencatatan laporan keuangan
agar sejalan dengan standar PSAK 45.

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran
menyeluruh tentang objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan
yang lebih luas dan detail tentang pengelolaan keuangan masjid. Dengan memakai metode deskriptif,
penelitian ini bertujuan memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Pengumpulan informasi
secara lengkap dilakukan untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang pengelolaan keuangan masjid
dan implementasi prinsip akuntabilitas.
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Penelitian ini dilakukan di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang, Sumatera
Selatan. Tempat ini dipilih karena popularitas dan besarnya, serta aktivitas keagamaan yang beragam dan
interaksinya dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperoleh gambaran
yang lebih akurat terkait pengelolaan keuangan masjid dan implementasi prinsip akuntabilitas. Data
penelitian dikumpulkan dari wawancara dengan pengurus masjid serta melihat laporan keuangan masjid.
Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Wawancara
dilakukan bersama pengurus masjid, yaitu Wakil Ketua | dan Wakil Bendahara, untuk memperoleh
informasi tentang pengelolaan keuangan masjid. Penelitian ini juga mengandalkan data sekunder yang
didapat dari laporan keuangan masjid. Laporan keuangan ini digunakan guna memperoleh informasi
terkait pengelolaan keuangan masjid juga implementasi prinsip akuntabilitas.

Analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu pengumpulan data, analisis, dan penarikan
kesimpulan. Di tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data primer juga sekunder yang relevan
dengan penelitian. Pada tahap analisis, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk
memperoleh gambaran yang akurat tentang pengelolaan keuangan masjid. Pada tahap penarikan
kesimpulan, peneliti memutuskan kesimpulan berdasar dari hasil analisis data. Kesimpulan kemudian
digunakan menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami
pengelolaan keuangan masjid dan implementasi prinsip akuntabilitas.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Profil Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang

Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, yang memerintah Palembang dari tahun 1724
hingga 1757, memiliki visi untuk membangun sebuah masjid yang megah dan menjadi simbol
keagungan Islam di wilayah tersebut. Gagasan ini kemudian diwujudkan dengan pembangunan
Masjid Agung Palembang. Proses pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1738 dan berlangsung
selama satu dekade hingga akhirnya diresmikan pada tahun 1748. Masjid Agung Palembang memiliki
arsitektur khas budaya Melayu-Palembang, yang dirancang oleh Sultan sendiri dengan memadukan
unsur-unsur lokal dan internasional. Desainnya yang unik menghasilkan bentuk yang sangat khas,
dengan lantai candit dan atap limas bersusun yang puncaknya berbentuk stupa seperti payung terbuka.
Aursitektur ini tidak hanya mencerminkan keindahan, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan filosofis yang
mendalam.

Bangunan masjid berbentuk segi empat dengan ukuran awal 30 x 36 meter, tegak pada atas lahan
luas, sekitar 2,5 hektar. Lokasinya strategis di jantung Kota Palembang membuatnya menjadi pusat
kegiatan keagamaan dan sosial yang penting bagi masyarakat setempat. Masjid ini juga dilengkapi
dengan beberapa kolam untuk wudhu, sehingga memudahkan jemaah untuk menjalankan ibadah
dengan lebih khusu’. Awalnya, Masjid Agung Palembang tidak memiliki menara, yang baru dibangun
10 tahun kemudian pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo. Pembangunan
menara ini menambah keindahan dan kelengkapan arsitektur masjid, serta menjadi simbol panggilan
untuk shalat bagi masyarakat sekitar. Menara ini menjadi salah satu ciri khas masjid yang paling
mencolok dan dapat dilihat dari kejauhan.

Masjid Agung Palembang memiliki atap tumpang yang terdiri dari beberapa tingkat. Atap
terbawah berbentuk kerucut dengan bagian atas yang terpotong, dan di atasnya terdapat atap tumpang
lainnya yang lebih kecil. Bagian teratas memiliki atap berbentuk limas dengan mustika berbentuk
bunga merekah dan jurai simbar yang melengkung dengan gaya arsitektur yang mirip dengan China.
Pengaruh arsitektur China ini tidak mengherankan, mengingat pembangunan masjid ini melibatkan
pekerja bangunan yang sebagian besar adalah orang Tionghoa. Pada dalam masjid, ada empat tiang
utama yang kokoh dan 12 tiang penopang lainnya yang terbuat dari kayu Unglen. Tiang-tiang ini tidak
hanya berfungsi sebagai penopang struktur bangunan, tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi.
Awalnya, masjid ini juga memiliki empat penampil, termasuk satu sebagai mihrab dan tiga lainnya
sebagai pintu masuk. Penampil ini menjadi bagian penting dari arsitektur masjid yang khas.

Masjid Agung Palembang tidak cuma jadi tempat ibadah, tapi juga menjadi bagian penting dari
sejarah dan budaya Palembang. Dengan arsitektur yang khas dan nilai sejarah yang tinggi, masjid ini
jadi destinasi wisata religi yang terkenal bagi wisatawan lokal maupun internasional. Hingga saat ini,
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Masjid Agung Palembang masih berdiri kokoh dan menjadi simbol keagungan Islam di Palembang,
serta menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kota ini selama berabad-abad.

Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin memiliki visi yang sangat mulia dan strategis dalam
konteks keagamaan dan sosial di Sumatera Selatan. Visi ini tidak hanya terbatas pada menjadi pusat
kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat dan ukhuwah Islamiyah yang kuat.
Dengan demikian, masjid ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan
kesadaran dan pemahaman umat Islam tentang agama, serta memperkuat hubungan antar sesama
umat. Dalam menjalankan visi ini, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin berkomitmen untuk
menciptakan lingkungan yang nyaman bagi umat Islam untuk belajar, beribadah, dan berinteraksi
dengan sesama. Masjid ini juga diharapkan dapat menjadi simbol keagungan Islam dan menjadi pusat
kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi umat. Dengan komitmen ini, masjid ini dapat menjadi
mercusuar bagi umat Islam di Sumatera Selatan.

Melalui kegiatan keagamaan dan sosial yang beragam, Masjid Agung Sultan Mahmud
Badaruddin berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan umat, serta memperkuat
ukhuwah Islamiyah di Sumatera Selatan. Dengan demikian, masjid ini dapat menjadi pusat kegiatan
yang tidak cuma bermanfaat untuk umat Muslim, tapi juga bagi masyarakat luas. Melalui visi dan
komitmennya, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin diharapkan dapat menjadi salah satu masjid
yang paling berpengaruh dan dihormati di Palembang.

4.2 Transparansi Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang
Menurut Nordiawan (2006), transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan dan kejujuran dalam

penyampaian informasi keuangan kepada publik, dengan mempertimbangkan hak masyarakat untuk
mengetahui secara menyeluruh dan transparan tentang pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya
yang diterima kepada entitas tersebut serta kepatuhannya terhadap aturan undang-undangan yang ada.

Transparansi juga didefinisikan menjamin keterbukaan dan kejujuran berkaitan dengan
penyampaian sumber keuangan kepada publik, dengan landasan jika masyarakat berhak mengetahui
secara menyeluruh juga transparan tentang bagaimana suatu entitas memakai sumber daya yang
dipercayakan dan mematuhi peraturan undang-undangan yang berlaku (Dwi Setiana & Laila Yuliani,
2017).

Dalam (Saidah Napisah & Taufiqurachman, 2020) menyebutkan prinsip transparansi bisa diukur
dengan beberapa indikator, yaitu: Ketersediaan informasi jelas dan mudah diakses mengenai
perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelibatan pihak terkait dalam proses
pengambilan keputusan melalui musyawarah. Keterbukaan dan transparansi dalam proses
pengelolaan sumber daya. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana masjid.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa transparansi merupakan aspek penting yang dijunjung
tinggi di pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin. Dalam menjalankan
pengelolaan keuangan, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin menunjukkan komitmen kuat
dalam menerapkan prinsip amanah. Masjid memegang tanggung jawab untuk mengelola dana yang
dipercayakan masyarakat, dan berkomitmen untuk melaksanakannya dengan jujur, adil, serta terbuka.
Dengan demikian, Masjid dapat memastikan bahwa pengelolaan finansial berlangsung dengan baik
dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memberikan informasi keuangan dan kegiatan masjid
secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat atau jamaah, masjid dapat membangun
kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan masjid sesuai dengan kebutuhan
mereka. Transparansi ini memungkinkan masyarakat maupun jamaah untuk memantau dan
mengevaluasi kegiatan masjid, sehingga meningkatkan dukungan dan kepercayaan terhadap
pengelola masjid.

Organisasi nirlaba seperti masjid memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan
organisasi bisnis, terutama dalam hal sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi bisnis yang
mengandalkan sumber daya internal, pinjaman bank, atau investasi pribadi, organisasi nirlaba
umumnya bergantung pada dukungan finansial dari lembaga donor dan penyumbang lainnya yang
tidak memiliki kepentingan langsung (Julkarnain, 2018). Sejalan dengan pernyataan tersebut, hasil
menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin sangat
bergantung pada dukungan masyarakat, yang ditunjukkan melalui donasi dan kotak amal yang
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disediakan bagi para jamaah. Dana yang terkumpul digunakan untuk membayar tagihan listrik dan
air, serta memberi upah petugas seperti Marbot, cleaning service, dan petugas keamanan.

Dalam menerapkan prinsip transparansi, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin juga
menyampaikan informasi keuangan bukan hanya kepada masyarakat atau jamah, namun kepada
selurun  Pengurus Masjid juga. Data keuangan vyang disajikan akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga memungkinkan pengurus masjid untuk memantau dan mengawasi
pengelolaan keuangan dengan baik. Selain itu, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin juga
terbuka terhadap kritik dan saran dari pengurus lainnya.

Beberapa masalah yang sering muncul pada pengelolaan masjid antara lain: Pertama, pengurus
yang tidak terbuka dan tidak mau mendengarkan aspirasi Jamaah. Kedua, kurangnya partisipasi aktif
dari Jamaah dalam kegiatan masjid. Ketiga, kurangnya kegiatan yang dapat menampung berbagai
potensi masjid selain sebagai tempat shalat berjamaah; dan keempat, pengurus yang cenderung
memihak pada kelompok tertentu, sehingga menimbulkan kesan diskriminatif dan membuat Jamaah
lain merasa tidak dihargai (Kurniawan et al., 2021).

Berbeda dengan beberapa masjid lain yang menghadapi masalah tersebut, Masjid Agung Sultan
Mahmud Badaruddin menunjukkan pengelolaan yang efektif dan terbuka. Pengurus Masjid Agung
Sultan Mahmud Badaruddin dikenal karena keterbukaannya, keaktifannya, dan ketelitiannya dalam
mengelola kegiatan masjid dan masyarakat sekitar Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin
merespons secara positif dengan menunjukkan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan masjid,
yang mana hal tersebut menjadi faktor pendukung keberhasilan program pemberdayaan ekonomi
masyarakat di masjid tersebut. Contohnya, program pembinaan remaja dan pemuda masjid, pengajian
rutin untuk ibu-ibu sekitar masjid, serta pelatihan Imam, Khotbah, dan Muadzin bagi jamaah telah
berjalan dengan baik juga memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan
bahwa Masjid sangat menghargai umpan balik dari pengurus dan masyarakat, sehingga dapat
memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan Jamaah.

Dalam mengelola keuangan, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin juga menerapkan
prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Dengan demikian, Masjid dapat meminimalkan risiko
kesalahan dan penyalahgunaan dana, serta memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan untuk
kepentingan masjid dan masyarakat. Pada akhirnya, Masjid dapat memastikan bahwa pengelolaan
keuangan berlangsung dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meminimalkan risiko
kesalahan dan penyalahgunaan dana.

4.3 Akuntabilitas Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang
Menurut Bastian (2010), Akuntabilitas publik merujuk pada tanggung jawab untuk memberikan

laporan pertanggungjawaban dan klarifikasi atas kinerja serta tindakan suatu lembaga atau individu
pada pihak yang berwenang atau memiliki hak meminta informasi. Ini mencakup kewajiban untuk
menyampaikan informasi yang akurat dan transparan tentang penggunaan sumber daya, pencapaian
tujuan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas juga adalah kewajiban bagi pemegang amanah dalam menyajikan laporan
pertanggungjawaban yang transparan dan tanggung jawab atas semua aktivitas serta kegiatan yang
jadi tanggung jawabnya. Pemegang amanah harus memberikan informasi jelas dan akurat pada orang
yang memberi amanah, yaitu masyarakat, yang punya hak untuk minta pertanggungjawaban atas
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan (Dwi Setiana & Laila Yuliani, 2017). Setiap
organisasi, baik yang berorientasi profit maupun yang berfokus pada pelayanan publik, memiliki
tanggung jawab untuk menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai bagian penting dari operasionalnya
(YYanuarisa, 2020).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Sultan
Mahmud Badaruddin Palembang masih relatif sederhana juga belum sejalan dengan standar akuntansi
yang ada. Hal ini dibuktikan dengan pencatatan yang cuma mencakup transaksi pemasukkan dan
pengeluaran kas. Meskipun pengurus masjid telah menunjukkan ketelitian dan transparansi terkait
mengelola keuangan, penerapan akuntansi yang sejalan dengan standar akuntansi masih belum
optimal karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang standar akuntansi tersebut. Namun
demikian, masyarakat dan para Jamaah tetap merasa puas dengan pengelolaan keuangan masjid yang
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dilakukan oleh pengurus, menunjukkan bahwa kepercayaan dan kepuasan masyarakat tidak cuma

bergantung di kelengkapan sistem akuntansi, tapi juga di integritas dan transparansi pengurus dalam

mengelola dana masjid.

Pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang dilakukan oleh
Bendahara Masjid. Bendahara yang bertanggung jawab atas pencatatan dan penyimpanan bukti
transaksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Setiap pengeluaran uang harus disertai keterangan
keperluan dan disetujui setelah musyawarah dengan pengurus lainnya, sehingga membuktikan bahwa
pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparan dan tanggung jawab. Selain itu, Masjid Agung
Sultan Mahmud Badaruddin Palembang memastikan bahwa setiap pengurus memiliki tugas yang jelas
dan terdefinisi dengan baik. Pengelolaan keuangan Masjid dipegang oleh Bendahara yang bekerja
sama dengan anggota pengurus lainnya, sehingga menjamin jika pengelolaan keuangan dilakukan
dengan tepat dan akurat.

Bendahara Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang secara rutin mencatat
pemasukan dan pengeluaran anggaran dengan menggunakan metode pencatatan yang sederhana.
Penggunaan nota dan kwitansi sebagai bukti transaksi semakin mempertegas bahwa pengelolaan
keuangan dilakukan dengan tanggung jawab yang tinggi. Dalam praktik yang dijalankan, Masjid
Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang menunjukkan komitmen kuat untuk bertanggung
jawab penuh atas pengelolaan keuangan. Semua transaksi dicatat secara jujur tanpa manipulasi,
sehingga menjamin bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparan dan tanggung jawab.
Pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang juga dilakukan dengan
adil dan transparan, sehingga memastikan bahwa semua pihak mendapatkan akses yang setara ke
informasi keuangan. Informasi keuangan dipublikasikan kepada seluruh anggota pengurus masjid,
sehingga memungkinkan mereka untuk memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan dengan
baik.

Dalam kerangka pengelolaan keuangan publik, akuntabilitas menjadi prinsip penting yang
menuntut keakuratan dan pertanggungjawaban penuh atas proses penganggaran, dari tahap
perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif
dan masyarakat luas (Nurhayani, 2013). Menurut Khaddafi et al. (2017), akuntansi syariah dibangun
di atas tiga pilar utama, yaitu prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran yang berlandaskan
pada hukum syariah dan memiliki sifat universal. Dalam implementasinya, akuntansi syariah
mengedepankan beberapa syarat dasar, seperti kebenaran, kesahihan, dan keadilan. Menariknya,
prinsip-prinsip ini punya keselarasan dengan sifat-sifat rasul, yaitu sifat benar (sidiq), bisa dipercaya
(amanah), jujur (tabligh), dan pintar (fathonah), yang menjadi landasan etika dalam menjalankan
profesi akuntansi syariah.

Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang menerapkan tiga prinsip akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangannya, yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Prinsip-prinsip
ini menjadi landasan bagi pengurus Masjid dalam mengelola keuangan dengan transparan dan
tanggung jawab.

a. Prinsip Pertanggungjawaban di implementasikan melalui konsep amanabh, fathonah, dan tabligh.
Pengurus masjid membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian pengeluaran kas
melalui musyawarah, sehingga menjamin bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan
tanggung jawab dan tepat. Prinsip ini sesuai dengan yang ada pada Al-Qur’an yaitu dalam Q.S.
An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

o
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang
kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).

5 C@\
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b. Prinsip Keadilan diterapkan dengan memisahkan fungsi pengeluaran dana sesuai dengan porsi
dan kebutuhan masing-masing, seperti untuk anak yatim, infag, dan shadagah. Prinsip ini sesuai
dengan yang ada pada Al-Qur’an yaitu dalam Q.S. Al- Maidah ayat 8, yang berbunyi:

bj./)}«‘\,zbj/e Y\ LSLG Cj_é d Viﬂhf; YJEML’ 9\.1.@,& ;&é /'_. 43 5\}:;\}..,«\ u._»:XjT L@j@
Selaxd G Sus AT &) AT 185 L it 5 44

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah,
(ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti atas apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-
Maidah: 8).

c. Prinsip Kebenaran diterapkan dengan mencatat transaksi sesuai dengan nominal sebenarnya dan
disertai bukti transaksi. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan dijalankan dengan tepat
dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan jamaah.
Prinsip ini sesuai dengan yang ada pada Al-Qur’an yaitu dalam Q.S. Al- Isra’ ayat 36, yang
berbunyi:

‘y u\fqujxya\}a/;aﬂ\””m\ (,.l./c m,uwju’“

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran,
penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”. (Q.S. Al- Isra’: 36).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin
Palembang berhasil membangun kepercayaan yang kuat di antara masyarakat dan jamaah. Hal ini
terjadi karena pengelolaan keuangan Masjid dilakukan dengan transparan dan tanggung jawab
sehingga masyarakat dan jamaah merasa yakin jika dana yang mereka beri dijalankan dengan efektif
dan tepat. Kepercayaan yang kuat ini memiliki dampak positif pada kualitas pelayanan dan aktivitas
di masjid. Masyarakat dan jamaah lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam acara-acara yang
diselenggarakan masjid, sehingga masjid dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang
lebih efektif.

Penerapan prinsip akuntabilitas juga meningkatkan kesadaran masyarakat dan jamaah tentang
pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan tanggung jawab. Mereka mulai memahami
bahwa pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa masjid dapat
berfungsi dengan efektif dan efisien. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat
dan jamaah, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang dapat menjadi contoh bagi
lembaga keagamaan lainnya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal ini dapat meningkatkan
kualitas pelayanan dan aktivitas di lembaga keagamaan lainnya, sehingga masyarakat dan jamaah
dapat merasakan manfaat yang lebih besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian bisa dibuat kesimpulan jika pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan
Mahmud Badaruddin Palembang memperlihatkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip transparansi
dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini terlihat dari penyampaian informasi keuangan yang transparan
dan terbuka terhadap kritik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan Mahmud
Badaruddin Palembang diwujudkan melalui laporan keuangan yang sistematis dan pencatatan transaksi
yang jujur. Pengelolaan keuangan juga dilakukan dengan adil dan transparan.

Berdasarkan hasil penelitian juga memperlihatkan jika pengelolaan keuangan Masjid Agung Sultan
Mahmud Badaruddin Palembang masih relatif sederhana juga belum sejalan dengan standar akuntansi
yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan pencatatan yang cuma membahas transaksi pemasukkan dan
pengeluaran kas. Namun, masyarakat dan jamaah tetap menunjukkan kepercayaan dan kepuasan yang

Rahmadaniah, dkk — Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Dan . .. .| 104



Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan
ISSN 2085-7349 (print) / 2829-1581 (online)

tinggi terhadap pengelolaan keuangan masjid, meskipun sistem akuntansi yang digunakan masih
sederhana.

Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang menerapkan tiga prinsip akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangannya, yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Prinsip-prinsip ini
menjadi landasan bagi pengurus Masjid dalam mengelola keuangan dengan transparan dan tanggung
jawab. Prinsip pertanggungjawaban di implementasikan melalui konsep amanah, fathonah, dan tabligh.
Pengurus Masjid membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian pengeluaran kas melalui
musyawarah, sehingga memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan bertanggung jawab
dan transparan. Penerapan prinsip keadilan di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang
dilakukan dengan memisahkan fungsi pengeluaran dana sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing-
masing. Dengan demikian, Masjid dapat memastikan bahwa dana yang didapat dan dikelola dijalankan
untuk kepentingan yang tepat dan sesuai dengan tujuan. Prinsip kebenaran diterapkan dengan mencatat
transaksi sesuai dengan nominal benar dan disertai bukti transaksi. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan
keuangan dijalankan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan jamaah.

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang
berhasil membangun kepercayaan yang kuat di antara masyarakat dan jamaah. Hal ini memiliki dampak
positif pada kualitas pelayanan dan aktivitas di masjid, sehingga Masjid dapat menjadi pusat kegiatan
keagamaan dan sosial yang lebih efektif. Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas juga meningkatkan
kesadaran masyarakat dan jamaah tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan
tanggung jawab, sehingga mereka dapat memantau dan mengevaluasi kegiatan masjid dengan lebih baik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi keuangan di Masjid
Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik,
sehingga dapat dijadikan contoh bagi lembaga keagamaan lainnya dalam mengelola keuangan dengan
efektif dan efisien.
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